
CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 279 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN- GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 1OO.3.3.1/i02 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG PADA BIRO PEMERITTTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN

KESE.IAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa adanya perubahan Daftar Penerima Hibah Berupa
Uang pada pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan
kesejahteraan Ralcyat, perlu merubah Keputusan
Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/1O2 Tahun
2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro
Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Papua Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubemur
Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025
tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro
Pemerintahan C)tonomi Khusus dan Kesejalteraan Ralqrat
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa ka-li diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerj a menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tenLang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tat:^un 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O l2 tentang Hibah
Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

6. Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelalsanaan Kebijalan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:.un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178r);

9. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor
2l;

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2O23
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosiai Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

1I. Peraturan Gubernur ....13
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I l. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor 3);

12. Keputusan Gubemur Papua Tengah Nomor 1OO.3.3.f /fO2
Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada
Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Merubah Lampiran Keputusan Gubemur Papua Tengah
Nomor Nomor lOO.3.3.l/ lO2 Tahun 2O25 tentang Penerima
Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus
dan Kesejahteraan Ralcyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(F

Ditetapkan di Nabire
pada tanggd 4 Nopember 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
engan aslinya

HUKUM,

G, S.H., M.H.
1 2002r21oo2

Salinan Ke putusan ini disampaikan keoada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kerua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi PapuaTengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat

Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

+



DATTAR PENERIMA HIBAH

Penerima
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3l Masjid Baitul Haq Kampung Wanggar Distrik
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JZ Masjid Baiturrahman Kampung Yaro Makmur
33 TPA Nurul Iman Bumi Mulia
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GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAPITTD

MEKI NAWIPA
aslinya

HUKUM,

, S.H., M.H.
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